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ABSTRAK

Perdagangan pengaruh berasal dari Pasal 18 konvensi United Nations Convention Againts
Corruption yang diratifikasi oleh Negara Indonesia dalam Undang-Undang nomor 7 tahun
2006 tentang pengesahan United Nations Convention Againts Corruption. Perdagangan
pengaruhini menjadi peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi, karenabelum diatur dalam
pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum positif Negara Indonesia.
Merujuk putusan IG dengan nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.Pst. Rumusan
masalahnya, adalah (1) Bagaimanakah pengaturan praktek perdagangan pengaruh dalam
hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? (2) Bagaimanakah prospek pengaturan praktek
perdagangan pengaruh dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? Jenis penelitian
yang digunakan adalah hukum normatif. Sumber data, yaitu data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Simpulan penelitian (1) Perdagangan pengaruh
yang di atur dalam pasal 18 huruf a dan bUnited Nations Convention Against
Corruptionmemiliki unsur yang jelas berbeda dengan suap dalam pasal 12 huruf b Ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal suap tidak bisa di menjadi dasar
tuntutan hukum pada praktek perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi. (2)
Mengingat prospek pengaturan perdagangan pengaruh, seharusnya lembaga pembentuk
undang-undang mencantumkan rumusan pasal perdagangan pengaruh kedalam Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi.
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